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Abstract

The implementation of collection of Land and Building Taxes, the village government has difficulties in
monitoring taxpayer data, both those who have been paid and those that have not been paid, difficulties in
finding data on how much total taxes owed must be deposited, total taxes owed that have been paid, and total
taxes payable that have not been paid, as well as the village government cannot find out information
regarding the data of taxpayers who have not paid PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) in previous years.
Therefore, a computerized system is needed with the aim of designing a Web-based Land and Building Tax
Monitoring Information System to facilitate village governments in monitoring taxpayer payment data. This
study uses a qualitative research approach with a system development method, namely Prototype. The results
of this study indicate that the Land and Building Tax Monitoring Information System can help in monitoring
Land and Building Tax data for each taxpayer quickly and accurately, displaying the percentage of total
taxes owed on the PBB report based on the hamlet head, making Land and Building Tax reports, tax payment
delay reports and can assist the village government in making a certificate, where residents who want to take
care of the letter will be served if the resident's Land and Building Tax has been paid off.
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Abstrak

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam
pemantauan data wajib pajak baik yang telah lunas maupun yang belum lunas, kesulitan ketika mencari data
berapa total pajak terhutang yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah disetorkan, dan total
pajak terhutang yang belum disetorkan, serta pemerintah desa tidak dapat mengetahui informasi mengenai
data wajib pajak yang belum membayar PBB pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan
sistem terkomputerisasi dengan tujuan merancang Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan
Berbasis Web untuk memudahkan pemerintah desa dalam memantau data pembayaran wajib pajak.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengembangan sistem yaitu
Prototype. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan
Bangunan dapat membantu dalam pemantauan data Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap wajib pajak
dengan cepat dan tepat, menampilkan persentase total pajak terhutang pada laporan PBB berdasarkan kepala
dusun, membuat laporan Pajak Bumi dan Bangunan, laporan keterlambatan pembayaran pajak dan dapat
membantu pemerintah desa dalam pembuatan surat keterangan, dimana penduduk yang hendak mengurus
surat akan dilayani jika Pajak Bumi dan Bangunan penduduk tersebut sudah lunas.

Kata kunci: pajak bumi dan bangunan; prototype; sistem informasi
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PENDAHULUAN

Peran pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat
menjadi aset negara. Dimana dengan adanya pemasukan kas negara yang berasal dari pajak
maka pembangunan akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik.
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Pajak yang diterima oleh kas negara diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).
Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan manfaat
dari bumi dan bangunan. Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan)
dan pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada lahan tersebut.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas dan kewajibannya desa adalah
mengadakan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
didistribusikan melalui kecamatan dan kemudian dibagikan ke setiap desa untuk
dilaksanakan pemungutan pajak. Namun mekanisme detail pemungutan pajak bumi dan
bangunan tidak diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 sehingga masing-
masing pemerintah daerah memiliki tata cara yang berbeda dalam mensiasati kekosongan
hukum tersebut melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) (Yuliarta dkk, 2012).

Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah desa
mengalami kesulitan diantaranya yaitu sulitnya pemantauan data wajib pajak baik yang
telah lunas maupun yang belum lunas karena pemantauan masih dilakukan dengan cara
mengecek satu per satu data wajib pajak pada buku catatan pembayaran, proses pencarian
data wajib pajak berlangsung lambat dimana dalam proses pencarian data wajib pajak
membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai
data pajak bumi dan bangunan, kesulitan ketika mencari data berapa total pajak terhutang
yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah disetorkan, dan total pajak
terhutang yang belum disetorkan, serta pemerintah desa tidak dapat mengetahui informasi
mengenai data wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun-
tahun sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang terkait di antaranya dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) tentang
sistem informasi monitoring pajak bumi bangunan di desa Klangenan kecamatan
Klangenan kabupaten Cirebon menghasilkan suatu sistem informasi monitoring pajak
bumi dan bangunan yang dapat memudahkan kolektor, kordinator, kepala desa dan
khususnya Pemerintah desa untuk mengelola hasil pemungutan pajak. Djuniharto dan
Arraziqi (2010) melakukan penelitian sistem informasi pajak bumi dan bangunan desa
berbasis web, yang menghasilkan perangkat desa dapat mencari dan melacak data pajak
warganya dengan cepat dan tepat, dimana dalam menerbitkan pajak tahunan dapat
dilakukan dengan sekali klik tombol distribusi pajak, pembayaran pajak cukup dengan
memasukkan data NOP dan tahun terbit lalu diisi tanggal bayar dan ubah status menjadi
lunas serta klik tombol proses maka pajak terhutang yang dimaksud akan dinyatakan sudah
terbayar atau lunas, pada menu laporan user dapat mencari data yang dimaksud dengan
mudah. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Gani, dkk (2016) dan Hidayat dan
Ramdanis (2016) yang mengembangkan sistem informasi pengolahan dan pemantauan
pembayaran PBB.
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan merancang sistem informasi monitoring pajak bumi
dan bangunan berbasis web yang dapat membantu pemerintah desa dalam mengecek dan
memantau data wajib pajak baik yang telah lunas maupun yang belum lunas dengan cepat
dan tepat, mengolah dan menampilkan informasi data wajib pajak berdasarkan titik lokasi
wajib pajak, membuat laporan pajak bumi dan bangunan dan laporan persentase total pajak
terhutang yang harus disetorkan berdasarkan kepala dusun setiap tahun, membuat laporan
keterlambatan berdasarkan status pembayaran wajib pajak, dan membantu pemerintah desa
dalam mencari data pembayaran wajib pajak, serta sistem yang dibuat dilengkapi dengan
pembuatan surat, dimana penduduk yang hendak mengurus surat-menyurat akan dilayani
jika pajak bumi dan bangunan penduduk tersebut sudah tidak mempunyai tanggungan atau
status pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah lunas.

METODE

Dalam mengembangkan Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis
Web ini memerlukan adanya persiapan dan perencanaan. Pendekatan yang dilakukan
menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengembangan sistem yang digunakan
adalah metode Prototype.
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Gambar 1. Metode Prototype (Pressman, 2010)

Berikut penjelasan dari tahapan metode Prototype.

1. Komunikasi (Communication)
Tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan sistem dengan cara observasi langsung
dan melakukan wawancara dengan perangkat desa Huntulohulawa. Hasil dari tahap
ini didapatkan data dan informasi sebagai kebutuhan awal untuk pengembangan
prototype pada tahap selanjutnya.

2. Perencanaan dan Perancangan Sistem dengan Cepat (Quick Plan dan Modelling
Quick Design)
Pada tahap ini mulai dilakukan perencanaan dan perancangan sistem dengan cepat.

Rancangan yang dihasilkan berupa arsitektur sistem, diagram konteks, DFD (Data
Flow Diagram) dan membuat desain interface sistem.
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3. Pembangunan Prototype (Contruction of Prototype)

Selanjutnya yang dilakukan pada tahap ini yaitu membangun prototyping dengan
mengkodekan sistem dimana mulai menerjemahkan hasil perancangan prototyping
yang sudah disepakati sesuai keinginan perangkat desa Huntulohulawa menjadi
sebuah bentuk program aplikasi Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
berbasis Web. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan program
adalah PHP (Hypertext Preprocessor) dan sistem manajemen basis data menggunakan
MySQL.

4. Penerapan dan Umpan Balik (Deployment Delivery and Feedback)

Tahap ini merupakan tahap sistem yang selesai dibuat dan diberikan kepada pengguna
yaitu perangkat desa Huntulohulawa. Dimana nantinya akan didapatkan umpan balik
atau feedback dari pengguna mengenai rancangan sistem yang telah dibuat dan
disesuaikan lagi dengan keinginan pengguna, sehingga masukan-masukan tersebut
akan digunakan untuk proses perbaikan atau pengembangan sistem selanjutnya, agar
pada saat sistem selesai dikembangkan dan diimplementasikan, sistem sudah sesuai
dengan keinginan pengguna.

HASIL DAN DISKUSI
Komunikasi

Hasil dari tahap ini didapatkan data dan informasi yang akan dianalisis meliputi analisis
permasalahan dan analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan observasi langsung dan
wawancara dengan perangkat desa diperoleh masalah diantaranya sulitnya pemantauan
data wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik yang telah lunas maupun yang belum
lunas, karena pemantauan masih dilakukan dengan cara mengecek satu per satu data wajib
pajak pada buku catatan pembayaran. Proses pencarian data wajib pajak bumi dan
bangunan berlangsung lambat. Dimana dalam proses pencarian data wajib pajak
membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Kurangnya informasi yang tepat waktu
mengenai data pajak bumi dan bangunan. Kesulitan dalam mencari data berapa total pajak
terhutang yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah disetorkan, dan total
pajak terhutang yang belum disetorkan. Serta Pemerintah desa tidak dapat mengetahui
informasi mengenai data wajib pajak yang belum membayar PBB pada tahun-tahun
sebelumnya. Dari analisis permasalahan tersebut diperoleh kebutuhan sistem sebagai
berikut:

1. Sistem ini dapat melakukan entri data yaitu pendataan data pengguna sistem, pendataan
data penduduk, pendataan data wajib pajak, dan pendataan data kepala dusun.

2. Sistem dapat mengolah data pembayaran pajak bumi dan bangunan

3. Sistem dapat menampilkan data wajib pajak per periode berdasarkan status bayar atau
kepala dusun

4. Sistem dapat mengolah total pajak terhutang baik yang telah lunas maupun yang belum
lunas per periode

5. Sistem dapat menyajikan informasi data pajak bumi dan bangunan serta laporan-
laporan yang tepat dan akurat diantaranya yaitu laporan pajak bumi dan bangunan,
laporan PBB per kepala dusun serta laporan keterlambatan berdasarkan status
pembayaran wajib pajak.

6. Kepala desa dapat memonitoring data pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap
tahun.
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Perencanaan dan Perancangan Sistem dengan Cepat

Pemodelan sistem yang dirancang menggunakan Data Flow Diagram (DFD), diantaranya
yaitu identifikasi external entity (Tabel 1), diagram konteks (Gambar 2) dan diagram
overview atau diagram level 0 (Gambar 3).

Tabel 1. Identifikasi external entity

External Entity Input Output
Admin - Data Pengguna Laporan Penduduk
- Data Kepala Dusun Laporan Wajib Pajak
- Data Penduduk Laporan Keterlambatan Pembayaran
- Data Pejabat Laporan PBB
- Pembuatan Surat Laporan PBB per Kepala Dusun
Laporan Surat Keluar
Kepala Dusun -  Data Wajib Pajak Laporan Wajib Pajak
- Pembayaran Laporan Keterlambatan Pembayaran
- Laporan PBB
- Laporan PBB per Kepala Dusun
Kepala Desa - Laporan Penduduk
- Laporan Wajib Pajak
- Laporan Keterlambatan Pembayaran
- Laporan PBB
- Laporan PBB per Kepala Dusun
Wajib Pajak - NOP (Nomor Objek Pajak) - Data Pembayaran Wajib Pajak
Camat - Laporan PBB

Admin Kepala Dusur
- Data pengguns - Data Waijib Pajak
A - Data Kepala Dusur - Pembayarar

- Laporan Penduduk - Data Penduduk
- Laporan Wajib Pajak - Data Pejabal - Laporan Wajib Pajak
- Laporan Keterlambatan - Pembuatan Surat - Laporan Keterlambatan
Pembayarar Pembayarar
- Laporan PBE - Laporan PBB
- Laporan PBB pel - Laporan PBB per

Kepala Dusur Kepala Dusur
- Laporan Sural keluat /—\‘

SISTEM
INFORMASI
MONITORING
PAJAK BUMI DAN

- Laporan Penduduk BANGUNAN

- Laporan Wajib Pajak

- Laporan

Keterlambatan Eata

Pembayarar Werptt))?:yqrin

- Laporan PBB ab Faa

- Laporan PBB per

Kepala Dusur

NOP (Nomor
Laporan PBE jek Pajak]
Kepala Desz P Obiek Pajak, Waijib Pajak
Camal

Gambar 2. Diagram konteks
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Laporan Wajib Pajak
Laporan Keterlambatan Pembayaran
Laporan PBB
Laporan PBB per Kepala Dusur
Laporan Surat Keluai
Laporan Waijib Pajak
Laporan PBE
Laporan PBB per Kepala Dusur
Laporan PBE
Camat < P

Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD) level 0

Pembangunan Prototype

Menerjemahkan rancangan prototyping yang telah dirancang ke dalam suatu sistem dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan sistem manajemen
basis data menggunakan MySQL.
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Tampilan awal sistem pada Gambar 4 dapat memonitoring data pembayaran pajak bumi
dan bangunan baik yang telah lunas maupun yang belum lunas pada fitur Data Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan, menampilkan informasi statistik total pajak terhutang per
tahun, total wajib pajak berdasarkan status pembayaran, total wajib pajak berdasarkan
dusun, informasi titik lokasi dan detail data wajib pajak berdasarkan pencarian Nomor
Objek Pajak (NOP). Selain itu pada tampilan ini terdapat form login bagi pengguna sistem
yaitu admin, kepala dusun, kepala desa dan camat. Pada saat melakukan login setiap user
harus memasukan username dan password yang telah terdaftar.

[SIM-PBB] v, PEMERINTAH DESA HUNTUL!

OHULAWA
HISTEM INFORMA M MOMITORMG PAJAY BUMI DAN EANGUHAN i - HECAMATAN BONGOMEME HABUPATEN GORONTALD

@ Informasi

FEMBEAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGLINAN

Bole pembayvornr Fojok Bumi' oo Bongurds (FES) Tohun 1030 Deso Hunkfebolsivn sompal bulon Seplamber 2001 Untul k' dhoropkon pethetornya don Waih Bojok ogor segevn
melakidkan pemboyoran

Gambar 4. Tampilan halaman utama

Selain itu sistem ini dapat menampilkan detail data dari setiap wajib pajak. Data yang
ditampilkan diantaranya yaitu nama wajib pajak, nomor objek pajak, tahun PBB, alamat
wajib pajak, alamat objek pajak, luas bumi (m?), luas bangunan (m?), tanggal jatuh tempo,
jumlah SPPT dan total PBB terhutang. Tampilan halaman ini juga menampilkan titik
lokasi dan foto rumah wajib pajak (Gambar 5).

Sistem ini memudahkan kepala dusun untuk menginput status pembayaran PBB setiap
wajib pajak yang akan melakukan pembayaran. Adapun proses penginputan tersebut yaitu
dengan memasukkan data tanggal pembayaran dan status pembayaran, dapat dilihat pada
Gambar 6.
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Kemudian sistem ini dapat memonitoring seluruh data pembayaran PBB baik yang lunas
maupun yang belum lunas, dimana data ditampilkan dan diurutkan sesuai tahun PBB. Jika
pembayaran PBB belum lunas maka tersedia tombol bayar PBB untuk melakukan
pembayaran, sedangkan jika pembayaran PBB telah lunas maka otomatis dituliskan
terbayar dengan simbol warna biru. Serta status keterlambatan pembayaran dari setiap
wajib pajak akan ditampilkan. Pada halaman ini juga terdapat filter menampilkan data
pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan tahun, status bayar dan kepala dusun

115

(Gambar 7).
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Gambar 5. Tampilan halaman detail wajib pajak
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Gambar 6. Tampilan halaman form bayar PBB
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Gambar 7. Tampilan Halaman menu pembayaran

Selain dapat memonitoring data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sistem ini
dilengkapi dengan pembuatan surat (Gambar 8). Dimana proses pembuatan surat dimulai
dari pencarian nama wajib pajak atau kepala keluarga. Jika status pembayaran PBB Belum
Lunas maka tombol radio button “Pilih” tidak aktif dan otomatis proses pembuatan surat
dihentikan. Sedangkan jika status pembayaran PBB Lunas maka tombol radio button
“Pilih” aktif dan bisa ke tahap selanjutnya yaitu memilih jenis surat, menginput nomor
surat dan pilih tanda tangan atas nama pejabat yang bersangkutan.

SISTEM INFORMAS] MANAJEMEN SURAT

Gambar 8. Tampilan halaman menu buat surat

ISSN 2685-4244 (online) ISSN 2656-467X (print)



Latowa, dkk 117

Sesuai tujuan penelitian ini, pembangunan sistem informasi berbasis web dengan
menggunakan metode Prototype dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelayanan terhadap wajib pajak (Palabuan, 2017).
Hal ini sejalan dengan hasil-hasil riset sebelumnya (Jayinudin, 2017; Khaidir, 2019;
Sidharta dan Wati, 2015; Wati dan Astutik, 2017; Yusnidar, 2015) yang menunjukkan
pentingnya dukungan dari sistem aplikasi untuk mengolah data wajib pajak di perdesaan.

Fitur-fitur dalam sistem aplikasi yang dibangun juga dilengkapi dengan sistem informasi
manajemen surat keluar, dimana nantinya sistem dapat memblok proses pembuatan surat
apabila wajib pajak tersebut belum membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, sistem
ini dapat dikembangkan dengan menambahkan titik lokasi lahan berdasarkan objek pajak
bumi, menambahkan tampilan citra bidang lahan pada masing-masing wajib pajak
berdasarkan lokasi objek pajak bumi di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
(Kemenkeu, 2014).

KESIMPULAN

Sistem informasi yang dibangun dirancang untuk dapat membantu pemerintah desa dalam
memonitoring data pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) baik yang sudah lunas
maupun yang belum lunas melalui filter data berdasarkan status bayar. Proses pencarian
data wajib pajak menjadi lebih cepat dengan memasukkan nomor objek pajak. Informasi
data pajak bumi dan bangunan dapat diperoleh dengan cepat melalui fitur statistik,
persentase total pajak terhutang yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah
disetorkan dan total pajak terhutang yang belum disetorkan dapat diperoleh secara otomatis
melalui laporan PBB per kepala dusun, data wajib pajak dapat tersimpan dengan aman,
data pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui,
menampilkan laporan keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh setiap
wajib pajak, memudahkan pihak desa dalam mendata pembayaran pajak bumi dan
bangunan.
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